
Dipindai dengan CamScanner·

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. I

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Mengingat

DENGANRAHMATTURANYANGMARAESA

BUPATIBIMA,

Menimbang: a. bahwa pengelolaan infonnasi Administrasi Kependudukan
merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan
pemerataan pembangunan daerah yang sinergis dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan
nilai luhur yang berkeadilan;

b. bahwa kemudahan pemanfaatan data Administrasi
Kependudukan dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan
ekonomi daerah yang meliputi pendayagunaan hasil
pengelolaan data secara terpadu, tertib dan terarah sebagai
bentuk pelayanan publik dimasyarakat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum serta sebagai bentuk penyesuaian perubahan
peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi
Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
digann;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

PENYELENGGARAANADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENBIMA
NOMOR 1 TAHUN 2021

BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I

.:;i.,~.:~--
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah B' .

daerah yang memimpin pel2ati sebagai unsur peny~lenggara pemerintahan
kewenangan daerah otonom. sanaan urusan pemenntahan yang menjadi

BABI
KETENTUANUMUM

PENYELENGGARAAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBIMA

dan

BUPATISIMA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2013 Nomor 232, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diu bah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 ten tang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tabun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telab diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ten tang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tabun 2016 ten tang tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
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3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dinas Pelaksana adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten

Bima.
S. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Daerah sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa di Daerah.
7. Lembaga non pemerintah adalah lembaga swasta atau lembag.a bukan

pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perhndungan
Anak, dan lain-lain.

8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan. ~elalu~
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pengelolaan Admimstraet
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang­
undang sebagai Warga Negara Indonesia.

10. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat

tinggal di Daerah.
12. Pengguna adalah badan hukum Indonesia darr/atau Perangkat Daerah yang

menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
13.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas

Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik
yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

14. Data Kependudukan adalah data perseorangan darr/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

15. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan
Kartu Keluarga., Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Surat keterangan
Kependudukan lainya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

17. Nomor lnduk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Identitas
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang
yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK,
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi infonnasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Pelaksana sebagai satu
kesatuan.

19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu indentitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,
serta identitas anggota keluarga.

20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti din yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.

21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

22. Izin T~ggal Tetap adalah izin tinggaJ yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal menetap di wilayah Negara kesatuan Repuhlik Indonesia sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
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23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIAadalah identitas resrni
anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana sampai dengan
wajib KTP-el.

24. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yan~ datanya
tercantum dalam database Kependudukan Dinas Pelaksana, terwujud dalam
kepemilikan KKdan KTP-el.

25. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk dialamat yang barn untuk waktu
lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan
untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang
mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang
disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, dan pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.

28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan
berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Pelaksana.

30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pajabat yang melakukan pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami seseorang pada Dinas Pelaksana yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi PNS
dan PPPKyang bekerja pada Instansi Pemerintah

32. Petugas Registrasi adalah pegawai ASNyang diberi tugas dan tanggungjawab
memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.

33. Petugas Pendataan Kependudukan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah petugas yang memiliki kompetensi dalam membantu Kepala Desa dan
Dinas Pelaksana terkait pendataan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Desa.

34. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah
satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk,
pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

35~Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKIT adalah
identitas resmi Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.

36. Surat Keterangan Pindah, selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan
yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang dari daerah/tempat asal untuk
Penduduk yang akan pindah dan berfungsi sebagai pengganti KTP.

37. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKPLn adalah
surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang pada
daerah/tempat tujuan bagi Penduduk sebagai dasar untuk mengurus KTP
dan KKatau SKTTdi tempat yang baru.

38. Surat Pengantar Datang, selanjutnya disingkat SPO adalah surat pengantar
yang diterbitkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat bagi: Penduduk yang
akan pindah B.?t~ Kecamatan d::u~ satu Kabupaten, antar Kabupaten
dalam satu PrOVInSl dan antar PrOVInSl dalam wilayah Indonesia.

39. O.~taPribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
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23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIAadalah identitas resmi
anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana sampai dengan
wajib KTP-el.

24. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya
tercantum dalam database Kependudukan Dinas Pelaksana, terwujud dalam
kepemilikan KKdan KTP-el.

25. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk dialamat yang baru untuk waktu
lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan
untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang
mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang
disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

27. Peristiwa Penting adaIah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, dan pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.

28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan
berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Pelaksana.

30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pajabat yang melakukan pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami seseorang pada Dinas Pelaksana yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

31. Aparatur Sipil Negarayang selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi PNS
dan PPPKyang bekerja pada Instansi Pemerintah

32. Petugas Registrasi adalah pegawaiASNyang diberi tugas dan tanggungjawab
memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.

33. Petugas Pendataan Kependudukan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah petugas yang memiliki kompetensi dalam membantu Kepala Desa dan
Dinas Pelaksana terkait pendataan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Desa.

34. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec,adalah
satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk,
pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

35. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKIT adalah
identitas resmi Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal
Terbatas sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.

36. Surat Keterangan Pindah, selanjutnya disingkat SKPadalah surat keterangan
yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang dari daerah/tempat asal untuk
Penduduk yang akan pindah dan berfungsi sebagai pengganti KTP.

37. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKPLn adalah
surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang pada
daerah Ztempat tujuan bagi Penduduk sebagai dasar untuk mengurus KTP
dan KKatau SKTTdi tempat yang baru.

38. Surat Pengantar Datang, selanjutnya disingkat SPD adalah surat pengantar
yang diterbitkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat bagi Penduduk yang
akan pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten
dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Indonesia.

39. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
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I

l

(1) Bupati menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),Bupati memiliki kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pembentukan Dinas Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang
Administrasi Kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di hidang Administrasi
Kependudukan:

f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan
Administrasi Kependudukan;

g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data
Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
kementerian; dan

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal4

Bagian Kedua
Kewenangan Bupati

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa
Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas Pelaksana dengan memenuhi
persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal3

Setiap Penduduk berhak memperoleh:
a. Dokumen Kependudukan;
h. pelayanan yang sarna dalarn Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. perlindungan atas Data Pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
atas dirinya dan/ atau keluarganya;

f. perbaikan dokumen dalam. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta
penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Pelaksana.

Pasal2

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penduduk

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

40. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang
tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi
data.

41. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk dapat mengakses Data
Kependudukan.
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(1) Untuk melaksana~ kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat
(2) huruf f, Bupati mengangkat Petugas Registrasi yang berkedudukan di
Desa berdasarkan persyaratan pengangkatan yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
pokok:
a. membantu Kepala Desa, Dinas Pelaksana dalam memberikan pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b. mengelola dan menyajikan laporan Administrasi Kependudukan ditingkat

Desa..

Pasal9

(I) Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah dan tidak memungut
biaya dari Penduduk.

(2) Pelayanan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah dan tidak memungut
biaya dari Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
Kecamatan dan Desa yang dilakukan berdasarkan stelsel aktif Penduduk.

Pasal8

(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
a. koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah;
b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan melalui Dinas Pelaksana

kepada Perangkat Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan
pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan
pengguna di tingkat pusat;

c. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
d. pembuatan iklan layanan masyarakat mela1ui media cetak dan elektronik;

dan
e. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan

masyarakat.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal6

(I) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat memuat
penyelenggaraan administrasi terkait pelayanan penerbitan Dokumen
Kependudukan secara terintegrasi di RSUD/Puskesmas/Pustu/Klinik
Bersalin.

(1) Dalarn menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah
dan Lembaga non Pemerintah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan
urusan Administrasi Kependudukan.

PasalS
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(1) Dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas
Pelaksana wajib:
a. mend~ Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
b. memberikan pelayanan yang sarna dan profesional kepada setiap

Penduduk atas pel~poran Peristiw~ Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribustkan Dokumen Kependudukan:
d. men?okumentasi~an hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; ,
e. menjaga kerahastean dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan

dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan infonnasi yang disampaikan

o~e~ Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil,

Pasa114

Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh
Dinas Pelaksana.

Pasal13

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Dinas Pelaksana

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:
a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data

agregat dan Data Pribadi; dan
b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

(1) Kecuali fungsi pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan, PPKDdalam
membantu melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi yang
sarna dengan Petugas Registrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengangkatan dan pemberhentian
PPKDdi atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal Bupati belurn mengangkat Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1), pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Desa dapat dibantu oleh PPKD.

Pasall0

(3) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai fungsi:
a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan

oleh Penduduk khusus WNI;
b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir

mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk khusus WNI; .
c. pencatatan dalam bulru harlan, buku mutasi penduduk dan buku induk

penduduk;
d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan .
e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dolrumen

Kependudukan.
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Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Pelaksana
melaksanakan:
a. koordinasi dengan kantor kementerian agama di Oaerah dan pengadilan

agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi
Penduduk yang beragama Islam;

b. koordinasi dengan kantor kementerian agama di Daerah dalam memelihara
hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada Instansi
vertikal dan unit pelayanan teknis Dinas Pelaksana;

c. koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah di
Daerah dalam penerbitan pelayanan Administrasi Kependudukan;

d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;

e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir
dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
sesuai kebutuhan;

f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan,
formulir dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

g. pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas unit
pelayanan teknis Dinas Pelaksana, termasuk meminta laporan pelaksanaan
tugas unit pelayan teknis Dinas Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan
Pencatatan Sipil;

h. pembinaan, pernbimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa;
i. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan

Peristiwa Penting;
j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik

Indonesia melalui Menteri;

Pasal 16

(1)Dinas Pelaksana berwenang:
a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat

dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk
atas dasar putusan atau penetapan pengacli1an;

c. memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di
pengadilan;

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan

e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan
rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

(2)Keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, dapat diperoleh dari KUAKec.dan Pengadilan Agama.

(3)Keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk
pencatatan nikah, pencatatan talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang
beragama Islam.

Pasal15

(2) Ketentuan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan
untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang
beragama Islam;

(3) Persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



•Dipindai dengan CamScanner

(1) NIKterdiri atas 16 (enam belas) digit yang terbagi dalam:
a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Daerah dan kecamatan

tempat tinggal pada saat mendaftar;
b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan

khusus untuk perempuan tanggallahimya ditambah angka 40; dan
c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang

diproses secara otomatis dengan SIAK.
(2) Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan

secara mendatar.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Pelaksana

setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK
dan KTP-eltempat Domisili Penduduk.

(4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi Domisili
dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Pelaksana
tempat Domisili orangtuanya.

Pasal19

( 1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya,

tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan Domisili yang diberikan oleh
Pemerintah, dan diterbitkan oleh Dinas Pelaksana kepada setiap Penduduk
setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk.

(3) NIKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nomor identitas tunggal
yang digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.

Pasal18

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

BAB III
PENDAFTARANPENDUDUK

Pejabat Pencatatan Sipil berwenang:
a. melakukan verifikasi kebenaran data;
b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasa117

k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
1. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
n. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
o. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan

masyarakat;
p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan;
q. supervisi bersama dengan kantor kementerian agama di Daerah dan

pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan
rujuk bagi Penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan
Basis Data kependudukan; dan

r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Ii
I



Dipindai dengan CamScanner

(1)Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Iuar negeri
berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas
Pelaksana paling lama 14 (empat belas) han sejak diterbitkan Isin Tinggal
Terbatas atau lzin Tinggal Tetap.

Pasal26

(1)WNI dari luar negeri yang datang wajib melapor kepada Dinas Pelaksana
untuk didaftarkan dan diterbitkannya SKPLn.

(2)SKPLn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
penerbitan KK,KIAatau KTP-elyang bersangkutan.

Pasal25

(1) Penduduk yang Pindah ke luar negeri untuk menetap wajib melapor kepada
Dinas Pelaksana untuk didaftar dan diterbitkan SKPLn.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi Orang Asing.
(3) SKPLn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar

penerbitan KK,KIAatau KTP-eldengan alamat baru.

Pasal24

(1)Penduduk yang Pindah wajib melapor kepada Dinas Pelaksana untuk
diterbitkannya SKP.

(2)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar proses
perubahan. KKbagi kepala/ anggota keluarga yang tidak Pindah.

(3)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai dasar penerbitan
KK,KIAatau KTP-eldengan alamat baru.

Pasa123

Dinas Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran:
a. pindah datang Penduduk; dan
b. penduduk yang akan bertransmigrasi.

Pasa122

Paragraf 2
Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Pelaksana wajib
menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Pasal21

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Dalam hal NIKyang tercantum pad a KTP-elberbeda dengan NIKyang tercantum
pada Dokumen Kependudukan darr/atau dokumen identitas lainnya yang
diterbitkan oleh kementeriarr/Iembaga atau badan hukum Indonesia, maka
berlaku NIKyang tercantum pada KTP-eL

Pasa120



Dipindai dengan CamScanner

(1)Dinas Pelaksana wajib melakukan pendataan dan penerbitan dokumen bagi
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi;
a.penduduk korban beneana alam;
b.penduduk korban bencana sosial;
c.orang terlantar; dan
d.komunitas terpeneil.

(2)Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan akibat korban beneana alam dan Iatau korban
bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a dan b,
dilaksanakan pada saat penetapan status darurat beneana skala daerah oleh
Pemerintah.

(3)Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dilakukan dengan membuka posko darurat pelayanan
Administrasi Kependudukan.

(4)Dalam hal Dinas pelaksana tidak mampu melaksanakan tugasnya,
pelaksanaan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan
dilaksanakan oleh Dinas Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

Pasal29

Bagian Ketiga
Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi

penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal26 yang telah berubah status menjadi Orang Asingyang memiliki
Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Pelaksana paling lambat
14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin TinggalTetap.

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan KKdan KTP-el.

Pasal28

Paragraf 3
Status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap

(1) Penduduk khusus Orang Asingyang memiliki Izin Tinggal Terbatas danJatau
Orang Asingyang memiliki Izin TinggalTetap yang akan Pindah ke luar negeri
wajib melaporkan kepada Dinas Pelaksana paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum rencana kepindahannya.

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelaksana
melakukan penciaftaran.

Pasal27

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelaksana
mendaftar dan menerbitkan SKTI bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal
Terbatas atau menerbitkan KK dan KTP-elbagi Orang Asing yang memiliki
Izin TinggalTetap.

(3) Masa berlaku SKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
masa berlaku Izin TinggalTerbatas.

(4) SKTI sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dibawa pada saat bepergian.

11



Dipindai dengan CamScanner .

Pasal33

Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
a. penerbitan biodata Penduduk; .
b. penerbitan KK;
c. penerbitan KTP-el;
d. penerbitan KIA;
e. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan; dan
f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 1
Umum

(1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan bagi komunitas terpencil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal29 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
a. komunitas terpencil yang tempat tinggalnya menetap; dan
b.kornunitas terpencil yang memiliki pola hidup berpindah-pindah;

(2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mendatangi tempat
komunitas terpencil bermukirn.

(3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mendatangi tempat
komunitas terpencil bermukim sementara. .

(4) Tata cara pelaksanaan Pendataan dan penerbitan dokumen bagi komunitas
terpencil dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal32

(1)Pendataan dan penerbitan dokumen bagi Penduduk Rentan Adrninistrasi
kependudukan bagi orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1) huruf c dilakukan dengan rnendatangi tempat orang terlantar yang
sudah ditentukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

(2)Tata cara pelaksanaan Pendataan dan penerbitan dokumen bagi orang
terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal31

(1) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan bagi korban
bencana aIarn dan/atau bencana sosial dilaksanakan pada tahapan:
a. tanggap darurat; dan
b. pasca bencana.

(2) Pendataan Penduduk Rentan Adrninistrasi Kependudukan pada tahap
tanggap darurat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan
untuk membantu percepatan identifikasi korban.

(3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap pasca
bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk
mengidentifikasi kepemilikan Dokurnen Kependudukan bagi korban bencana,
Pendaftran Penduduk dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

(4) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap
tanggap darurat dan pasca bencana sebagairnana dimaksud daIarn ayat (1)
huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal30



Dipindai dengan CamScanner

(1)Penerbitan KKbagi WNIatau Orang Asing yang berencana bertempat tinggal
di Daerah terdiri atas:
a. penerbitan KKbarn;
b. penerbitan KKkarena perubahan data; dan
c. penerbitan KKkarena hilang atau rusak.

(2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
b. Orang Asingyang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
c. Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah

memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal38

(1) WNIatau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan
terdaftar dalam 1 (satu) KKyang diterbitkan oleh Dinas Pelaksana.

(2) Dalam hal tetjadinya perubahan susunan keluarga pada KK,WNIatau Orang
Asing sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada
Dinas Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh] hari sejak teIjadinya perubahan.

(3) Dinas Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK barn berdasarkan laporan
perubahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2).

PasaI 37

Paragraf 3
Penerbitan KK

(1) Penerbitan biodata Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas atau
Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang berencana bertempat
tinggal di Daerah dilakukan oleh Dinas Pelaksana setelah adanya pelaporan
dari yang bersangkutan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. dokumen perjalanan;
b. kartu IzinTinggal Terbatas atau kartu lzin Tinggal Tetap; dan
c. SKIT bagi Orang Asingyang memiliki lzin Tinggal Tetap.

Pasal36

Pasal35

(1) Penerbitan biodata WNIdari luar negeri yang berencana bertempat tinggal di
Daerah dilakukan oleh Dinas Pelaksana setelah adanya pelaporan dari yang
bersangkutan.

(2) Kecuali WNI yang sudah memiliki NIK, pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

(1) Penerbitan biodata Penduduk oleh Dinas Pelaksana clilakukan setelah adanya
pelaporan dari Penduduk yang bersangkutan.

(2) Pelaporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;
b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan; dan
c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal34

Paragraf 2
Penerbitan Biodata Penduduk



-- ._- ---

Dipindai dengan CamScanner

Penerbitan KTP-elbagi Penduduk terdiri atas:
a. penerbitan KTP-elbaru;
b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
C. penerbitan KTP-elkarena perubahan data;
d. ~enerbitan KTP-elkarena perpanjangan bagi Orang Asing yang memiliki izin

tmggal tetap;
e. penerbitan KTP-elkarena hilang atau rusak: dan
f. penerbitan KTP-eldiluar domisili. '

Pasal43

Paragraf4
Penerbitan KTP-el

(1) Persyaratan penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal38 ayat (1) huruf c yang harus dipenuhi meliputi:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KKyang rusak; dan
b. KTP-el

(2) Kec~aliWNI,~ersy~ratan penerbitan KKsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi Orang Asmgditambah dengan kelengkapan kartu izin tinggal tetap.

Pasa142

Persyaratan penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1)huruf b yang harus dipenuhi meliputi:
a. KK lama, dan
b. surat keterangan /bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting.

Pasal41

Persyaratan penerbitan KK barn untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasa138 ayat (1) huruf a yang harus dipenuhi meliputi:
a. kartu izin tinggal tetap;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang

disebut dengan nama lain bagi yang pemah menikah; dan
c. SKP bagi Orang Asing yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Repulik

Indonesia.

Pasal40

Persyaratan penerbitan KK baru untuk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) huruf a yang harus dipenuhi meliputi:
a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian bagi yang

pernah menikah;
b. SKP;
c. SKPLnbagi WNIyang datang dari luar negeri;
d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan; dan .
e. petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan benta acara

pengucapan sumpah atau pemyataan janji setia bagi WNI yang semula
berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum ten tang peru bah an
status kewarganegaraan.

Pasal39



Dipindai dengan CamScanner .

(1) Dinas Pe.l~~a menerbitkan KIA bagi Penduduk sebagai tanda pengenal
dan bukti diri yang sah untuk mendapatkan Hak Akses pelayanan dasar.

Pasa150

Paragraf 5
Penerbitan KIA

Dinas Pelaksana dapat menerbitkan KTP-el diluar Domisili sebagaimana
dimaksud daIam Pasal 43 huruf f dengan syarat tidak melakukan perubahan
data Penduduk yang bersangkutan.

Pasal49

Penerbitan KTP-elkarena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 huruf e bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
a. memiliki KK; dan
b. memiliki surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP-elyang rusak

Pasal48

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf d bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi
persyaratan sebagai beriku t:
a. memiliki KK;
b. memiliki KTP-ellama
c. memiliki dokumen perjalanan; dan
d. memiliki kartu izin tinggal tetap.

Pasal47

Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki KK;
b. memiliki surat keterangarr/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa penting;
c. memiliki KTP-ellama; dan
d. memiliki kartu izin tinggal tetap bagi Orang Asing.

Pasal46

Penerbitan KTP-elkarena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki SKP dari Dinas Pelaksana daerah asal;
b. memiliki KK; dan
c. memiliki SKP dari Perwakilan Republik Indonesia bagi WNIdari luar negeri.

Pasa145

Untuk dapat diterbitkannya KTP-elbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf a, setiap Penduduk harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. telah berusia 17 (tujuh beIas) tahun, sudah kawin, atau pemah kawin;
b. memiliki KK;dan
c. dokumen perjalanan dan kartu izin tinggal tetap bagi Orang Asing.

Pasal44

\
\
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Dipindai dengan CamScanner

(1)PD~ndaftaranperpindahan Penduduk khusus WNI dalam Daerah dilakukan
mas Pelaksana deng b' k .

perpindahan Pendudu~ mener It an SKP yang dldasarkan pada klasiftkasi

Pasal55

Paragraf6
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing umur 5 (lima) sampai dengan 17 (tujuh
belas) tahun kurang satu hari harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. fotoeopy paspor dan kartu izin tinggal tetap;
b. KKasli orang tua; ,
e. KTP-elasli kedua orangtua; dan
d. pas photo berwarna ukuran 2x3 em sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal54

Penerbitan KIA bagi Anak Orang Asing usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun
harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. fotoeopy paspor dan kartu izin tinggal tetap;
b. KK asli orang tua; dan
e. KTP-elasli kedua orangtua.

Pasal53

Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak WNI usia 5 (lima) sampai dengan 17
(tujuh belas) tahun kurang satu han harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. fotoeopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan yang asli;
b. KK asli orang tua;
e. KTP-elasli kedua orangtua; dan
d. pas photo berwarna ukuran 2x3 em sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal52

Penerbitan KIA bagi Anak WNIusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun harus
memenuhi persyaratan meliputi:
a. fotoeopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan yang asli;
b. KK asli orang tua; dan
e. KTP-elasli kedua orangtua.

Pasal51

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan anak usia 0
(nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dan belum
kawin.

(3) KIAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KIA bagi:
a. anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan .
b. anak usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan anak USIa 17 (tujuh

belas) tahun kurang satu hari.
(4) KIAbagi: .

a. anak usia kurang dari 5 (lima) tahun masa berlakunya sampai dengan
anak berusia 5 (lima) tahun; .

b. anak usia lebih dari 5 (lima) tahun masa berlakunya sampai dengan anak
berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang dari satu hari; dan

e. anak Orang Asing masa berlakunya sarna dengan Izin Tinggal Tetap orang
tuanya.



Dipindai dengan CamScanner

(1)Penerbitan SKPLn bagi Penduduk khusus WNI yang pindah ke luar negeri
untuk menetap harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. KK;dan
b. KTP-el

(2) Penerbitan SKPLn bagi WNIyang datang dari luar negeri untuk menetap di
Oaerah harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. dokumen petjalanan Republik Indonesia;
b. SKPLndari Dinas pelaksana atau SKPdari Perwakilan Republik Indonesia.

(3)Penerbitan SKP bagi Orang Asing yang Datang dari luar negeri dengan lzin
Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. dokumen perjalanan; dan
b. kartu izin tinggal terbatas.

Pasal58

(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk khusus Orang Asing dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Dinas Pelaksana
berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
a. dalam satu Oesa;
b. antar Desa dalam satu Kecamatan;
c. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
d. antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
e. antar Provinsi.

(2) Pendaftaran perpindahan Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki lzin
Tinggal Tetap, harus memenuhi persyaratan meliputi:
a.KK;
b. KTP-el;
c. dokumen perjalanan; dan
d. kartu izin tinggal tetap.

(3) Pendaftaran perpindahan Penduduk khusus Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas, harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. SKIT;
b. dokumen perjalanan; dan
c. kartu izin tinggal terbatas.

Pasal57

Penerbitan SKP Penduduk khusus WNIyang akan bertransmigrasi sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal22 huruf b harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. KK;
b. kartu seleksi calon transmigrasi; dan
c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal56

(2)Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas perpindahan:
a. dalam satu Desa;
b. antar Desa dalam satu Kecamatan;
c. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
d. antar Kabupaten dalarn satu Provinsi; dan
e. an tar Provinsi.

(3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
perubahan KK bagi kepala/ anggota keluarga yang tidak pindah serta
penerbitan KIAdan/ atau KTP-eldengan alarnat baru.



Dipindai dengan CamScanner

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2)Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pada register akta kelahiran dan menerbitkan ku tipan akta kelahiran.

Pasal61

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

(1)Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
a. WNI;dan
b. Orang Asing.

(2)Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagairnana dimaksud pada
ayat (1)huruf b meliputi:
a. pemegang izin kunjungan;
b. pemegang Izin TinggalTerbatas; dan
c. pemegang Izin TinggalTetap.

Pasal60

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. kelahiran;
b. lahir mati;
c. perkawinan;
d. pembatalan perkawinan;
e. perceraian;
f. pembatalan perceraian;
g. kematian;
h. pengangkatan anak;
i. pengakuan anak;
j. pengesahan anak;
k. perubahan nama;
1. perubahan status kewarganegaraan;
m. peristiwa penting lainnya;
n. pembetulan akta; dan
o. pembatalan akta.

Pasal59

Bagian Kesatu
Umum

BABIV
PENCATATANSIPIL

(4)Penerbitan SKPbagi Penduduk khusus Orang Asing dengan lzin T~gg~ Tetap
yang akan pindah ke luar negeri harus memenuhi persyaratan rneliputi:
a.KK;
b. KTP-el;dan
c. SKTT.

L



Dipindai dengan CamScanner

Paragraf2
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasa166

(1) Kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang waiib dil kan
Penduduk kepada Dinas Pel~sana ditempat tujuan a~u te!.P~~ sin oleh
berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal I t Pta k ggah
pesawat terbang. au a u apten

(2)Dal~ hal. tempat tujuan atau tempat singgah berada di 1 .
kelahiran dllaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat sin~ah~egen,

Penduduk dapat membuat surat pemyataan tanggungjawab mutlak atas
kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Penduduk
tidak rnemiliki:
a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta p~rkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status

hubung~n daI~ KKrnenunjukkan sebagai suami istri; dan Zatau
c. buku nikah Zkutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status

hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan
perkawanman sebagai suami istri.

Pasal65

(1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan
akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketah ui
asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang
yang menemukan dan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.

(2)Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Pelaksana.

(3)Selain pencatatan kelahiran dalam register akta keIahiran dan penerbitan
kutipan akta kelahiran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), pencatatan
kelahiran bagi anak WNIyang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan
orang tuanya dilakukan oleh Dinas Pelaksana atau pejabat terkait
berdasarkan surat pemyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data
kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal64

Pencatatan kelahiran Penduduk khusus Orang Asing harus memenuhi
persyaratan meliputi:
a. surat keterangan lahir;
b. dokumen perjalanan; dan .
c. KTP-elatau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa

kunjungan.

Pasal63

Pencatatan kelahiran WNIharus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
c. KK; dan
d. KTP-el.

Pasal62

•



Dipindai dengan CarrrScanner

(1)Pencatatan perkawinan bagi Penduduk yang beragama islam dilakukan di
KUAKec.

(2)Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan oleh KUAKeckepada Dinas Pelaksana untuk direkam ke
dalam database kependudukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 70

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan perkawinan yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada register akta perkawinan dan menerbitkan
kutipan akta perkawinan.

(3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada suami dan istri.

Pasal69

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

( 1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan Penduduk kepada Dinas
Pelaksana untuk diterbitkannya surat keterangan Iahir mati.

(2) Penerbitan surat keterangan Iahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar pencatatan peristiwa Iahir mati oleh Dinas Pelaksana yang
direkam dalam database kependudukan.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdasarkan pada
pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat
keterangan lahir mati.

Pasal68

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran,
pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan
keputusan KepalaDinas Pelaksana.

Pasa167

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

(3)Apabila negara tempat tujuan tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran
bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia
setempat.

(4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan
oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak WNIyang bersangkutan kembali ke Daerah.



Dipindai dengan CamScanner

(1)Peristiwa perkawinan Penduduk di Iuar negeri wajib dilaporkan oleh
Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
Penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
b. kutipan akta perkawinan.

(3)Dinas Pelaksana mencatat peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam database kependudukan dan menerbitkan tanda bukti
pelaporan perkawinan di luar negeri.

(4)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi Orang Asing.

Pasal74

Paragraf2
Pencatatan Perkawinan di luar negeri

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan
meliputi:
a. surat keterangan telah teIjadinya perkawinan dati pemuka agama atau

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa;
b. pas foto berwama suami dan istri;
c. KK;
d. KTP-el;dan
e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian

pasangannya;atau
f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

(2)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi Orang Asing.
(3) Pencatatan perkawinan bagi Orang Asing di Daerah harus memenuhi

persyaratan meliputi;
a. surat keterangan telah teIjadinya perkawinan dari pemuka agama atau

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa;
b. pas foto berwama suami dan istri;
c. dokumen peIjalanan;
d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
e. KK;
f. KTP-el;dan
g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 73

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan,
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 72

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70
berlaku pula bagi;
a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan yang

bersangkutan.

Pasal 71

(3)Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.



Dipindai dengan CamScanner

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam PasaI 78 a t
(2) harus memenuhi persyaratan meliputi: ya
a. ~an putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. kutipan akta perceraian: ,
c. KK;dan
d. KTP-el

Pasal 79

(1) Penduduk wajib melaporkan pembatalan perceraian kepada Dinas Pelaksana
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang
pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencatatan
pembatalan perceraian dan pencabutan kutipan akta perceraian dari
kepemilikan subjek akta serta penerbitan surat keterangan pembatalan
perceraian oleh Dinas Pelaksana.

Pasa! 78

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan perceraian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada register akta perkawinan dan menerbitkan ku tipan akta
perceraian .

Pasal 77

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus memenuhi persyaratan
meliputi: ..
a. salinan putusan pengadiIan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
b. kutipan akta perkawinan;
c. KK; dan
d. KTP-el.

Pasal 76

Pasal 75

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Pen?uduk yang mengal~i
pembatalan perkawinan kepada Dinas Pelaksana paling lambat 90 (sem~llan
puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawman
mempunyai kekuatan hukum tetap. .. d

(2) Dinas Pelaksana mencatat dan merekam laporan sebagaunana ~hmaksu
pada ayat (1) dalam. database kependudukan dan mencabut kutipan akta
perkawinan dari kepemilikan subjek akta serta mengeluarkan surat
keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan



Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal82

(1)Pencau:tan .pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan di tempat tinggal pemohon.

(2)P~ncatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dila?orkan oleh ~endud~k kepada Dinas Pelaksana yang menerbitkan
ku~pan akta kelahiran p~mg larnbat 30 (tiga puluh) hari setelah diteriman a
salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Y

(3)Berdasarkan . ~poran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
Pen~atatan SlpIl ~embuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan
kutipan akta kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak

dan Pengesahan Anak

(1) Pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan:
a. surat kematian; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNIbukan Penduduk atau

Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a. surat kematian dari dokter atau Kepala Desa/Lurah;
b. surat keterangan kepolisian dari kematian seseorang yang tidak jelas

identitasnya;
c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas

keberadaannya karena hilang atau mati tidak ditemukan jenazahnya;
d. surat pemyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang

yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak
ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan perturan perundang­
undangan; atau

e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi
Penduduk yang kematiannya di luar negeri.

Pasal81

(5)

(2)

(3)

(4)

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di Domisili
Penduduk kepada Dinas Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal kematian.
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kema~an.
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.
Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau
mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan
Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas
Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari
kepolisian.

(1)

Pasal80

8agian Kedelapan
Pencatatan kematian



Dipindai dengan CamScanner

( 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak
yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta
perkawinan.

Pasa186

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

(1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan
yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan
pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran
dan/ atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan
kutipan akta pengakuan anak.

Pasal85

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Pelaksana
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh
ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah
melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah
menurut hukum negara.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta
pengakuan anak.

(4) Pencatatan pada register akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. surat pemyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh
ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika
ibu kandung Orang Asing;

b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa;

c. kutipan akta kelahiran;
d. KK ayah atau ibu;
e. KTP-el;atau
f. dokumen petjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal84

Paragraf2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pencatatan pengangkatan anak eli Daerah harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. salinan penetapan pengadilan;
b. kutipan akta kelabiran anak;
c. KK orang tua angkat; dan
d. KTP-el;atau
e. dokumen petjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing

Pasal83



Dipindai dengan CamScanner

Pencatatan perubahan nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. salinan penetapan pengadilan negeri;
h. kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal90

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pelaksana yang menerbitkan akta
Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan
penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil
dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal89

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

(1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk khusus WNIyang dilahirkan
sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama
atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan
penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran
maupun pada kutipan akta kelahiran dan Iatau mencatat pada register akta
pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasa188

(1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk khusus WNIharus memenuhi
persyaratan meliputi:
a. kutipan akta kelahiran;
b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa
perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
terjadi sebelum kelahiran

c. KKorang tua; dan
d. KTP-el.

(2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk khusus Orang Asing memenuhi
persyaratan meliputi:
a. kutipan akta kelahiran;
b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa
perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
terjadi sebelum kelahiran

c. KK orang tua; dan
d. KTP-el.

Pasa187

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah
melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pengesahan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan
akta pengesahan anak.



Dipindai dengan CamScanner

Pelaporan an~ yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia
seb~gaI~ana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) harus memenuhi persyaratanmeliputi:

Pasal94

Pasal93

(1) Dinas Pelaksana mencatat kewarganeganegaraan bagi setiap anak yang lahir
dati perkawinan campuran pada register akta kelahiran dan kutipan akta
kelahiran sebagai WNI.

(2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak
berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik
Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan
warga negara asing oleh Dinas Pelaksana.

(3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor
ke Dinas Pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran
berstatus WNI.

(4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing
wajib melapor ke Dinas Pelaksana dengan menyerahkan surat bukti
penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan
catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

(5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu
kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan
menyerahkan lzin Tinggal Tetap ke Dinas Pelaksana dan dibuatkan catatan
pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal91

(1) Perubah an status kewarganegaan Penduduk khusus Orang Asing yang tel~
menjadi WNI dan sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan Pendudu~
yang bersangkutan kepada Dinas Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) han
kerja sejak penetapan Zpengesahan.

(2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ~y~t (1)
dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register ~ P~ncatatan Sipil dan
kutipan akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pmggir.

Pasal92

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 harus memenuhi persyaratan meliputi: .
a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan benta aeara

pengueapan sumpah atau pemyataan janji setia atau petikan keputusan
menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang hukum
tentang peru bahan status kewarganegaraan;

b. kutipan akta pencatatan sipi1;
c. KK;
d. KTP-el;dan
e. dokumen peIjalanan.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan

c. KK;
d. KTP-el;dan
e. dokumen perjalanan bagi Orang Asing.



Dipindai dengan CamScanner

(1)Pelayanan khusus, meliputi:
a. pel~y~an kepada Penduduk yang tidak mampu mela rkan sendiri

pendS~l~aKependudukan dan Peristiwa Penting yang men~gkut dirinyasen m;
b. pelayanan kepada kelompok khusus.

Pasal97

BABV
PELAYANAN KHUSUS

(1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
(2) Dinas Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta Pencatatan Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya salinan putusan.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database
kependudukan dan dicatat dalam register akta Pencatatan Sipil.

(4) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi Penduduk harus
memenuhi persyaratan meliputi:
a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;
b. kutipan akta Pencatatan Sipilyang dibatalkan;
c. K.K; dan
d. KTP-el.

Pasal96

Bagian Ketigabelas
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal95

(I) Dinas Pelaksana mencatat Peristiwa Penting lainnya atas permintaan
Penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penet~pan pengadilan
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak eliterimanya salinan penetapan
pengadilan. . .

(2)PeristiwaPenting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
b.perubahan jenis kelamin; dan
c.anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan.

(3) Pencatatan Peristiwa penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi
persyaratan meliputi:
a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
c. KK;dan
d. KTP-el.

(4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta Pencatatan Sipil, dan
kutipan akta-akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

8agian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

a. keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang
hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
c. KKdan KTP-elbagi Penduduk khusus WNI.



Dipindai dengan CamScanner

(1) SIAKdi Daerah merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi
unsur:
a. basis data;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. pemberi dan pemegang Hak Akses;
e. lokasi Basis Data;
f. pengelolaan Basis Data;
g. pemeliharaan Basis Data;
h. pengamanan Basis Data;
i. pengawasan Basis Data;
j. perangkat pendukung;
k. tempat pelayanan;
1. pusat data;
m. data cadangan; dan
n. jaringan komunikasi data.

(2)Dalam hal unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan
proses pengadaan, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barangjjasa pemerintah.

Pasal99

SIAKbertujuan:
a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil;
b. menyediakan data dan infonnasi skala Daerah mengenai hasil pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah
diakses;

c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal
tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Pasal98

BABVI
SISTEMINFORMASIADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

(2) Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Penduduk yang terganggu
kesehatannyaj sakit, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

(3) Kelompokkhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. masyarakat adat;
b. penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa;
c. anak dan orang dewasa yang hidup dijalan danj atau diluar pengasuhan

keluarga;
d. anak dari perkawinan campur, anak dari pekerja migran;
e. pasangan dari keluarga miskin dan rentan yang telah menikahjbercerai

tetapi belum memiliki bukti perkawinanjperceraian;
f. pekerja migran yang berrnasalah;
g. kelompok khusus lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.
(4) Pedoman pelaksanaan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Dipindai dengan CamScanner

P~r~gkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf j
disediakan untuk menjamin keberlangsungan fungsi SIAK.

Pasal106

(1)Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Basis Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1)huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh
Dinas Pelaksana.

(2)Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Basis Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan
data dalam Basis Data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan
komunikasi data, pusat data, data cadangan dan pusat data cadangan.

Pasa110S

Pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f
meliputi:
a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam Basis

Data kependudukan;
b. pengonsolidasian data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. penyajian data sebagai informasi Data Kependudukan; dan
d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang

pemerintahan dan pembangunan.

Pasall04

LokasiBasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal99 ayat (1)huruf e berada
pada Dinas Pelaksana.

Pasall03

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c
meliputi sumber daya manusia yang melaksanakan:
a. pelayanan input data;
b. penerbitan dokumen;
c. pengelolaan data dan informasi;
d. pembangunan dan pengembangan sistem;
e. pengelolaan pusat data dan pusat data cadangan;
f. pengelolaanjaringan komunikasi; dan
g. fasilitasi pemanfaatan data.

Pasal102

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana. dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (1) huruf b disediakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan
pelayanan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara manual
atau daring.

PasallOI

Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1)huruf a berada pada
Dinas Pelaksana.

Pasall00

l_



Dipindai dengan CamScanner

(1)Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan danjatau data agregat
Penduduk.

(2) Data perseorangan meliputi:
a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggaljbulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik darr/atau mental;
1. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIKibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIKayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta kelahiran Zsurat kenallahir;
u. nomor akta kelahiranyriomor surat kenallahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;

Pasal109

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

BAB VII
DATADANDOKUMENKEPENDUDUKAN

Jaringan komunikasi data sebagimana dimaksud dalam Pasa199 ayat (1) huruf n
terdiri darijaringan komunikasi data yang menghubungkan dari:
a. tempat pelayanan Dokumen Kependudukan ke pusat data Dinas Pelaksana;
b. gudang data Dinas Pelaksana ke pusat data pengguna.

Pasal108

Pasal107

(1) Tempat pelayanan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf k
merupakan ruang untuk input data dan pelayanan Data Kependudukan dan
Dokumen Kependudukan.

(2) Tempat pelayanan Dokumen Kependudukan berada pada Dinas Pelaksana
dan Unit Pelayanan.

(3) Tempat pelayanan Data Kependudukan berada pada Dinas Pelaksana



Dipindai dengan CamScanner

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat
tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data
sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialami.

Pasalll1

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:
a. biodata Penduduk:
b. KK;
c. KTP-el;
d. surat keterangan kependudukan;dan
e. akta Pencatatan Sipil.

(2) KTP-elsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Dinas
Pelaksana.

(3) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi:
a. SKP;
b. SKPLn;
c. SKTI;
d. surat keterangan kelahiran;
e. surat keterangan lahir mati;
f. surat keterangan pembatalan perkawinan;
g. surat keterangan pembatalan perceraian;
h. surat keterangan kematian;
i. surat keterangan pengangkatan anak;
j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia
k. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
1. surat keterangan Pencatatan Sipil.

(4) KepalaDinas Pelaksana menerbitkan dan menandatangani:
a. biodata Penduduk;
h. KK;
c. SKPPenduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
d. SKIT;
e. akta Pencatatan Sipil;
f. surat keterangan kematian untuk Orang Asing;
g. surat keterangan pembatan perkawinan;
h. surat keterangan pembatalan perceraian; dan
i. surat keterangan pengganti tanda identitas.

Pasal 110

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

aa. tanggal perceraian;
bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data
kuantitatif dan data kualitatif.

-,



Dipindai dengan CamScanner

(1)KTP-elmencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat elemen data Penduduk, yaitu
NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status
perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo,
masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan
pemilik KTP-el.

(2)NIK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal
untuk serna urusan pelayanan publik.

(3)Daerah rnenyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK
sebagairnana dimaksud pada ayat (2).

(4)Untuk rnenyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Daerah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada
dan digunakan untuk pelayanan publik.

(5)Elemen data Penduduk tentang agama pada KTP-el sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam
Basis Data kependudukan.

(6)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang
mernuat rekaman elektronik data perseorangan.

Pasa1114

(I) Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau
pemah kawin wajib memiliki KTP§el.

(2)KTP-elsebagaimana dimaksud ayat (1)berlaku secara nasional.
(3)Penduduk khusus Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-elkepada Dinas
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku
lzin Tinggal Tetap berakhir.

(4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat
bepergian.

(5)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu)
KTP-el.

Pasal113

(I) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala
keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir,
tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status
hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang
tua.

(2)Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bagi
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Basis Data kependudukan.

(3)Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya,
kecuali terjadi perubahan kepala keluarga,

(4)Dinas Pelaksana menerbitkan dan memberikan KKyang menjadi salah satu
dasar penerbitan KTP§elkepada Penduduk.

Pasa1112

...



Dipindai dengan CamScanner

(1)Kutipan akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian;
e. pengakuan anak; dan
f. pengesahan anak.

(2)Kutipaan akta Pencatatan Sipil memuat:
a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIKdan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
g. pemyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam

register akta Pencatatan Sipil.

Pasal118

( 1) Register akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKecdiintegrasikan ke dalam

Basis Data Kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta Pencatatan
Sipil.

(3) Register akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Pelaksana.
(4) Register akta Pencatatan Sipil memuat:

a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIKdan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. nama dan identitas pelapor;
e. tempat dan tanggal peristiwa;
f. nama dan identitas saksi;
g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal117

( 1) Akta pencatatan sipil terdiri atas:
a. register akta Pencatatan Sipil; dan
b. kutipan akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.• 1

Pasal116

Surat keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang
nama lengkap, NIK,jenis kelamin, agama, alamat Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasa1115

(7)KTP-eluntuk:
a. WNImasa berlakunya seumur hidup; dan
b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin

Tinggal Tetap.

I'
I

I



Dipindai dengan CamScanner

(1)Hak akses Data Kependudukan di Daerah diberikan kepada:
a. petugas Dinas Pelaksana; dan
b. pengguna.

(2)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. badan hukum Indonesia; danj atau
h. perangkat daerah.

(3)~ak ,Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau
pimpman Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai
kewenangan.

Pasal124

Paragraf 1
Hak Akses

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Pasal 123

Setiap orang dilarang memerintahkan danj'atau memfasilitasi dan Zatau
melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/ atau elemen data Penduduk.

Pasal 122

Dalam hal kutipan atau salinan akta kelahiran hilang, rusak atau diperbaharui
karena kesalahan, Dinas Pelaksana dapat memberikan salinan akta kedua dan
seterusnya atas persetujuan kepala Dinas Pelaksana.

Pasal 121

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang
mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Pelaksana sesuai
Domisilidengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(3) Subjek akta yang melakukan pennohonan pembetulan akta Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan meliputi;
a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan

Sipil; dan
b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis

redaksional.

Pasal120

(1) Pembetulan KTP-eldilakukan untuk KTP-elyang mengalami kesalahan tulis
redaksional.

(2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

(3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Dinas Pelaksana.

Pasal 119



Dipindai dengan CamScanner

(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)
harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas
Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasa1128

Paragraf 4
Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
a. keterangan tentang cacat fisik dan/ atau mental;
b. sidikjari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perlindungan pada Hak Akses ke Basis Data Kependudukan dan
perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan
unsur data dari Peristiwa Penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang
lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan.

(4) Peristiwa Penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
b.perubahanjenis kelamin; dan
c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan.

Pasal127

Paragraf3
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal126

Paragraf2
Pemanfaatan Data Kependudukan

Petugas Dinas Pelaksana dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (1) dilarang memanfaatkan Hak Akses untuk memberikan
informasi/ menyebarluaskan Data Kependudukan diluar prosedur atau
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 125

(4)Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
merupakan badan hukum Indonesia, Daerah dan tidak memiliki hubungan
vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan Daerah Provinsi.

(5) Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses Data Kependudukan di
Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, dan
Pasal 133 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

Dalam hal pejabat pada Dinas Pelaksana secara sengaja/rnelawan hukum
melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
melewati batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini, dikenakan
denda administratif paling banyak Rp.l0.000.000,OO (sepuluh juta rupiah).

PasalI33

Pelanggaran terhadap ketentuan wajih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (4) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah).

Pasal132

Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (4) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah.

Pasal131

Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (4), Pasal 69 ayat (1), Pasal 74 ayat (1),
Pasal 75 ayat (1), Pasa1 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84
ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasa! 89 ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dikenakan
denda administrastif sebesar:
a. Rp. 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Penduduk khusus WNI;
b. Rp.500.000,OO(lima ratus ribu rupiah) untuk Penduduk khusus Orang Asing.

PasalI30

Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang melampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal
37 ayat (2) dikenakan denda administrastif sebesar Rp.I.OOO.OOO,OO(satu juta
rupiah).

Pasal 129

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

(2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disimpan pada Basis Data dan dikelola sebagai bahan informasi
kependudukan.
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LEMBARANDAERAH KABUPATENBIMA TAHUN 2021 NOMOR 42
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BlMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: 08 TAHUN 2021

H.M. TAUFIKHAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBIMA,

Ttd.

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 5 April 2021

Hj. INDAH DHAMAYANTIPUTRI

TId.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 5 April 2021

BUPATI BIMA,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal137

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2011 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor: 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Nomor: 39).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BABIX

KENTENTUANPENUTUP


